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BAB Il
KEWENANGAN BADAN PEGAWAS PEMILU DALAM PILIHAN

KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2016

A. Kedudukan Bawaslu Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab
IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu
terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan
pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan
tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum.
Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu
sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama
kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan

Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan *warga negara

38 Mubarok, M. Mufti, Suksesi Pilkada Jurus Memenangkan Pilkada Langsung, Java Pustaka Media Utama,
Surabaya, 2005.
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tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga
parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante:

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat
dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun
ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul
merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini
masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia
yang paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan
Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak
Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu
yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak
Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran
dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada
Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada
Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan
DPR vyang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan
memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu
1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk

menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu,

39 Afifi, Subhan dkk, Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Fisip UPN “Veteran”
Yogyakarta Pers, Yogyakarta, 2005.
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pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam
urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang
bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah
dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang
diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk
meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat
penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari
Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain
lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu
menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru
dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam
pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari
struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan
dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada
sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu
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Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian
kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari
KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap
judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari
Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu,
menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi,
pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya
lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas
Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan
Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur
Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain
kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,
Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki

kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu..

40 Salossa, Daniel S, Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut UU No 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005
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Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 adalah Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja
pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi
pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Bawaslu bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran
untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi mengawasi persiapan
penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal
tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, pelaksanaan
penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan
pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih
sementara serta daftar pemilih tetap, penetapan peserta Pemilu, proses pencalonan
sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, dan Calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kampanye, pengadaan

41 Ismawan, Indra, Money Politics : Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Media Pressindo, Yogyakarta,
1999.him.9
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logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara
penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS
sampai ke PPK, pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS
sampai ke KPU Kabupaten/Kota, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, pelaksanaan
penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan,
pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu, pelaksanaan putusan
DKPP, dan proses penetapan hasil Pemilu. mengelola, memelihara, dan merawat
arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI, memantau atas pelaksanaan tindak
lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang
mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu, evaluasi pengawasan
Pemilu, menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu, dan
melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang: menerima laporan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu, menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi
Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada

yang berwenang, menyelesaikan sengketa Pemilu, membentuk Bawaslu Provinsi,
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mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, dan melaksanakan
wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan menerima dan
menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu,
menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau
berdasarkan kebutuhan; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan.

Pengertian Bawaslu. Dalam pelaksanaan pemilu sering kita mendengar yang
namanya bawaslu. Apa yang dimaksud dengan bawaslu. Pada postingan kali ini
kami menjelaskan tentang seputar pengertian bawaslu serta tugas dan wewenang
dan kewajiban dari bawaslu. Definisi Bawaslu Badan Pengawas Pemilu yang
selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab

IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
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Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu
terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan
pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan
tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum. (wikipedia.org)

1) Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

a. Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah:

b. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan
penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas
Pemilu di setiap tingkatan.

2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka
pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu
yang demokratis yang meliputi:

a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, Perencanaan
pengadaan logistik oleh KPU, Pelaksanaan penetapan daerah
pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh

KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Sosialisasi “penyelenggaraan Pemilu, dan Pelaksanaan tugas
pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih
sementara serta daftar pemilih tetap, Penetapan peserta Pemilu,
Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan
calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan kampanye, Pengadaan
logistik Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan
suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, Pergerakan surat
suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, Pergerakan
surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU
Kabupaten/Kota, Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU,
Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu

lanjutan, dan Pemilu susulan, Pelaksanaan putusan pengadilan terkait

42 prihatmoko, Joko J., Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di
Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogjakarta, 2005. HIm.12
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dengan Pemilu, Pelaksanaan putusan DKPP; dan Proses penetapan
hasil Pemilu.

c. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang
disusun oleh Bawaslu dan ANRI.

d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran
pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang.

e. Evaluasi pengawasan Pemilu.

f. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu, dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang.

Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, Menerima laporan

adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan
dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang

Menyelesaikan sengketa Pemilu, Membentuk Bawaslu Provinsi,

Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan

Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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4) Bawaslu berkewajiban:

Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya, Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan, Menerima
dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu, Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan
Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan dan
Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan.

B. Kedudukan KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan
pemilihan umum di indonesia, sebagai Komisi Pemilihan Umum, menempati
kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilu kepala daerah dengan melaksanakan asas-asas
penyelenggaraan pemilu, meliputi : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib
penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

43 Ahmad Nadir, 2005, Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Averroes Press, Malang him.22
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Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum
adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara
Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan dalam menjalankan
tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai pelaksana kegiatan
penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan mempunyai tugas dan
wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai

berikut :
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1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di kabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota:
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat

berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

44 Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, Pemilukada Langsung Problem dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan
Pemilukada 2005, Pustaka Pelajar, Yogyakarta him.41
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h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di
kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
rekapitulasi penghitungan suara diPPK;

i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
mengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah
pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita
acaranya;

I. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota
PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan  terganggunya tahapan penyelenggaraan  Pemilu
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berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota meliputi:

a.

b.

merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
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e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
bupati/walikota;

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

45 Donni Edwin. dkk, 2005, Pemilukada Langsung : Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance,
Jakarta, Partnership him.33
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menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita
acaranya;

melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU
Provinsi;

menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati,
dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota
kepada masyarakat;

melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan
gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;
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t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,
bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,:
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat

waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil

presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

46 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Derah secara Langsung, PT Raja
Grafindo, 2005, hlm 53-55
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. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya

kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
rekapitulasi di kabupaten/kota;

. melaksanakan keputusan DKPP; dan

. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau

peraturan perundang-undangan.
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C. Mekanisme Diskulitas Pasangan Calon

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengubah sanksi bagi calon kepala daerah
yang terbukti melakukan politik uang (money politic) menjadi terkena
diskualifikasi dari yang sebelumnya dianggap sekedar kasus pidana. Komisioner
Bawaslu, Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa perubahan itu dilakukan®
karena selama ini kalau hukumannya pidana para calon kepala daerah biasanya
tidak terlalu takut. Sekarang hukumannya diskualifikasi, kalau melakukan politik
uang secara terstruktur dan masif, Selain hukuman diskualifikasi, kata Afifuddin,
juga ada aturan dalam revisi Peraturan Bawaslu No: 13/2016 yaitu mengenai
tenggat kedaluwarsa pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, masif dan
sistematis. Sebelumnya, pelanggaran politik uang bisa dibatalkan oleh Bawaslu
jika hal itu dilakukan 60 hari sebelum hari H pemungutan suara. Namun, sekarang
penindakan pelanggaran politik uang bisa dilakukan hingga hari H pemungutan
suara. Soal Aparatur Sipil Negara (ASN) kami harus melibatkan KASN, pidana
ada Gamkumdu, tapi kalau pelanggaran administrasi seperti politik uang kami bisa
langsung berikan sanksi sendiri, Pada bagian lain, ungkap Afifuddin, Bawaslu juga
akan melakukan patroli saat hari tenang menjelang pemilihan. Sebab, di waktu-
waktu itu, rentan terjadi politik uang. Bahkan ada istilah serangan fajar segala. Ke

depan itu, itu tidak bisa lagi Pada hari tenang, ujarnya, sejatinya hari enggak tenang

47 Djamaludin, Deteksi Dini Terhadap Kegiatan Black Campaign Mampu Membangun Etika Politik,
Lemhannas, Jakarta, 2012.

48 A. Mukhtie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi, Setara Press,
Jawa Timur, 2013.
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bagi paslon sehingga pihaknya akan melakukan patroli untuk menimbulkan efek
agar mereka takut melakukan politik uang.

Badan Pengawas Pemilu kini dapat memberi sanksi diskualifikasi kepada
pasangan calon pilkada yang terbukti melakukan kecurangan politik uang,
demikian salah-satu aturan baru di dalam UU Pilkada yang disahkan DPR. Namun
peluang praktik kecurangan masih terbuka dalam pemilihan kepala daerah tahun
depan setelah petahana tidak diharuskan mundur dari jabatannya, kata pengamat
pemilu serta sejumlah anggota DPR. Diwarnai interupsi dan kritikan, DPR
mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Salah
satu isi penting dari pengesahan RUU Pilkada adalah anggota DPR harus mundur
jika maju sebagai calon di pilkada. Sedangkan petahana alias pimpinan daerah
yang masih memimpin tak perlu mundur. Di luar masalah tersebut, sebagian materi
UU Pilkada hasil revisi itu dianggap akan mampu mengurangi praktik kecurangan
politik uang, kata politisi PDI Perjuangn Arif Wibowo. Salah-satunya adalah
penguatan dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada Badan pengawas
pemilu, Bawaslu. Tidak hanya pengawasan yang ketat, tapi juga penindakan
terhadap politik uang dan kewenangan untuk membatalkan pasangan calon yang

melakukan politik uang.

1. Kewenangan Baru Bawaslu
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Ketua Bawaslu, Muhammad, membenarkan bahwa lembaga yang
dipimpinnya telah diberi wewenang untuk memberikan diskualifikasi kepada
calon yang terbukti melakukan politik uang. dalam UU sebelumnya, proses
pidana pemilu membutuhkan rangkaian proses panjang yang melibatkan
penyidik polisi dan penuntut kejaksan. Dalam UU Pilkada yang baru,
sambungnya, Bawaslu diberi kewenangan untuk bisa memberi sanksi
diskualifikasi kepada pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.
"Dan sanksi itu langsung bisa diberikan sambil atau tanpa menunggu proses
pidananya, meyakini kewenangan administratif itu akan membuat lembaganya
menjadi efektif melakukan pengawasan. Karena pasangan calon akan sangat

khawatir kalau didiskualifikasi.

Risiko Petahana Tak Mundur

Meskipun demikian, sebagian anggota DPR tetap mengkhawatirkan
praktik politik uang bisa terulang dalam pilkada 2017 nanti, setelah ada aturan
bahwa petahana (kepala daerah yang maju kembali dalam pilkada) tidak harus
mundur dari jabatannya ketika maju kembali dalam pilkada. Dalam sidang
paripurna DPR, delapan fraksi menerima pengesahan RUU Pilkada, tetapi
fraksi PKS dan Gerindra menerimanya dengan catatan. Alasan yang

menyebabkan mayoritas fraksi tidak terlalu memasalahkan hal ini karena ada
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putusan MK yang mendukung petahana tidak harus mundur dari jabatannya

saat ikut pilkada.

3. Potensi kecurangan petahana

Pegiat pengawas pemilu dari organisasi Sigma, Said Salahudin,
mengatakan peluang kecurangan oleh petahana dalam pilkada tahun depan
masih terbuka, karena dia tidak harus mundur dari jabatannya Potensi
kecurangan itu lebih besar dilakukan petahana dibanding calon lain yang
misalnya berangkat dari jabatan anggota DPR maupun DPRD saat dihubungi
BBC Indonesia, Kamis malam. Secara struktur dan sistematis, menurutnya,
petahana dapat melakukan praktik kecurangan karena dia dapat
memerintahkan PNS yang menjadi bawahannya. Sampai level kelurahan, desa
atau bahkan RT/RW .Di sinilah dia meminta Bawaslu mengantisipasinya
dengan melakukan pemetaan (mapping) pada tahapan mana petahana
melakukan kecurangan. Dan tidak menunggu orang melakukan pelanggaran,
tambahnya. Yang selama ini sering muncul, pengawas itu seperti polisi

Polantas yang nakal di jalanan, dengan menunggu di tikungan.

49 Didik Supriyanto, Ramlan Subakti, Topo Santoso, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan
Partnership, Jakarta, 2011.him.44

50 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2011
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4. Diskualifikasi

Terkait potensi kecurangan pilkada dilakukan petahana, Ketua Bawaslu,
Muhammad mengatakan, pihaknya diberi kewenangan untuk memberi sanksi
hingga berujung diskualifikasi. Apabila Bawaslu menemukan berdasarkan
laporan masyarakat, atau hasil pengawasan, ada petahana yang menggunakan
fasilitas negara atau menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan
pemenangan dia, itu bisa dilakukan penegakan administrasi pemilu dengan
memberi sanksi sampai diskualifikasi, paparnya. Dalam UU Pilkada yang
lama, tambahnya, wewenang ini hanya dimiliki oleh pengadilan. Yang sangat
lama dan berbelit-belit. Pilkada tahun 2017 digelar secara serentak untuk
wilayah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun depan. Sistem
pilkada serentak tahun depan merupakan kedua kalinya setelah pilkada 2015.

Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar 15 Februari 2017.



